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ABSTRAK 

 

Susi Susanti, (2023): Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Bintang Flamboyan Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

Tanjung Sawit Kecamatan Tapung 

Menurut Perspektif Ekonomi Syariah 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pengelolaan BUMDes 

Bintang Flamboyan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit, 

dimana pengelolaan dengan modal yang besar belum menghasilkan pendapatan 

yang maksimal sedangkan pengelolaan dengan modal yang kecil bahkan tanpa 

modal menghasilkan pendapatan yang maksimal. Berdasarkan masalah tersebut 

peneliti bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung 

Sawit, Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam 

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan dan Bagaimana 

tinjauan menurut pespektif ekonomi syariah. 

 

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan studi 

lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis 

deskriptif dengan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. 

 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan BUMDes 

Bintang Flamboyan dilaksanakan dengan empat tahapan yaitu perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pelaksaaan (actuating), pengawasan 

(controling). Sedangkan faktor yang menghambat pengelolaan BUMDes berupa 

kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM), alam (perubahan cuaca) dan 

kurangnya promosi melalui media sosial sementara faktor pendukung yaitu 

komunikasi kerja tim baik (team work), dukungan dari pemerintah dan 

masyarakat, potensi desa dan pelatihan tentang tata kelola BUMDes. Menurut 

tinjauan ekonomi syariah pada unit simpan pinjam ditolak karena masih 

menggunakan konsep sistem konvensional adanya (Riba) dari jumlah pokok 

pinjaman sedangkan pada unit transportasi, pasar dan pengelolaan sampah serta 

bintang studio diterima karena konsep yang dijalankan adalah konsep sewa 

menyewa (ijarah) dan jual beli dengan akad salam. 

 

 

Kata Kunci: BUMDes, Pendapatan Asli Desa, Perspektif Ekonomi Syariah. 
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Syariah (S.E) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 

1945 alinea ke-4, mensejahterakan masyarakat merupakan salah satu tujuan 

Negara Indonesia. Perwujudan kesejahteraan utamanya dicapai melalui 

rencana pembangunan yang terencana, komprehensif, serta berjangka 

panjang. Dengan adanya pembangunan yang terencana akan membantu desa 

maupun daerah tertinggal lainnya untuk membangun kemandirian dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.
1
 

Pencapaian kemajuan dan kemandirian daerah perlu diadakan 

pengembangan potensi yang ada. Untuk itu, diperlukan strategi pemerintahan 

yang maksimal sehingga pencapaian mendukung peningkatan ekonomi 

daerah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Kemandirian 

ekonomi daerah mendorong munculnya otonomi daerah membuat 

penyelenggaraan daerah lebih memaksimalkan potensi yang ada di daerah. 

Rentang waktu kewaktu pemerintah mulai mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. sebagai daerah otonom desa diberi kuasa 

penuh untuk melakukan penyelengaraan pemerintahan seluas-luasya. Desa 

                                                             
1
 Gideon Setyo Budiwitjaksono dan Etha Listiany Supardi, “Strategi Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa 

Bungurasih,” dalam JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting), Volume 4, No. 

2 (2021), h. 140. 
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diberi kewenangan dalam mengatur dan mengelola desanya sendiri sesuai 

dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
2
 

Pemberian wewenang ini sangat diharapkan suatu daerah mampu 

meningkatkan kapasitas pembangunan di daerah serta timbulnya semangat 

kompetitif yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain dalam konteks 

pembangunan daerah. Adapun tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi 

kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar 

lebih efisien dan efektif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik 

dan kebutuhan masyarakat diberbagai daerah.
3
 

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian 

disempurnakan UU Desa tahun 2015 tentang desa menyatakan pengelolaan 

kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf 

hidup masyarakat tempatan serta meningkatkan pendapatan desa. Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan 

Pembangunan Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa bebas dalam 

mengelola, mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara 

mandiri. Aturan didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan banyak hal yang bisa dilakukan 

                                                             
2
 Citra Darminto dan Haryadi Haryadi, “Pendampingan optimalisasi pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi,” dalam 

Unri Conference Series: Community Engagement, Volume 1, No. 1 (2019), h. 47. 
3
 Gideon Setyo Budiwitjaksono dan Etha Listiany Supardi, op.cit., h. 140. 
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oleh sebuah desa untuk meningkatkan pendapatan sendiri, salah satunya 

melalui BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa.
4
 

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang 

bersifat akomodatif atau dapat menyesuaikan terhadap lembaga peningkatan 

ekonomi masyarakat pedesaan. BUMDes berfungsi sebagai wadah pemusatan 

kegiatan ekonomi desa di antaranya: Pertama, pembiayaan meliputi bidang 

keuangan yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana melalui 

simpan pinjam dan pengelolaan resiko. Kedua, bidang non jasa keuangan 

yang terdiri atas konsultasi manajemen simpan pinjam, pendidikan dan 

pelatihan, akuntansi, audit dan pengadaan sarana usaha. Ketiga, 

pengembangan usaha lainnya seperti pengembangan unit bisnis diantaranya 

jasa transportasi, komunikasi dan lainnya.
5
 

Lahirnya BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pendirian 

BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan 

pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Oleh sebab itu 

pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. 

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa 

dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Gotong royong 

merupakan salah satu bentuk kerja BUMDes dengan jalan menampung 

                                                             
4
 Afwan Hariri Agus P et al., “Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui 

pelatihan manajemen usaha bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rejowinangun 

Kabupaten Blitar,” dalam Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan, Volume 1, No. 7 (2021), h. 

632. 
5
 Abdul Karim, "Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes)" (Makasar: Nas Media Pustaka, 2019), Cet. Ke-1, h. 23. 
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kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan 

atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar 

pada potensi asli desa. Untuk menjadikan usaha masyarakat lebih produktif 

dan efektif.
6
 

Mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih 

produktif dan efektif telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf 

ayat 10 yang berbunyi: 

نَ  ًْ ا تشَْكُسُ ْْلًا مَّ ْْياَ مَعَاّشََِۗ قهَِ جَعَهْناَ نكَُمْ فِ ًَ كُمْ فَِ الْْزَْضِ  نّّٰ نقَدَْ مَكَّ ًَ  

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana 

Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit 

sekali kamu bersyukur”
7
 

 

Ayat di atas Allah Swt telah mengingatkan kepada manusia perihal 

karunia yang telah Dia berikan kepada manusia, yaitu Dia telah menjadikan 

bumi sebagai tempat tinggal manusia, dan Dia memperbolehkan mereka 

untuk memanfaatkannya, dan menundukkan awan buat mereka untuk 

mengeluarkan rezeki mereka dari bumi. Dia telah menjadikan bagi mereka di 

bumi itu penghidupan mereka, yakni mata pencaharian serta berbagai 

sarananya sehingga mereka dapat berniaga padanya dan dapat membuat 

berbagai macam sarana untuk penghidupan mereka. Potensi desa merupakan 

modal utama dalam pendirian BUMDes, agar terjadi kesinambungan dalam 

                                                             
6
 Muhammad Ramadhan, “Implementasi Usaha BUMKep Tuah Serantau Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah Di Kepenghuluan 

Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”, (Skripsi: Uin Suska Riau, 2021), 

h. 5. 
7
 Kementrian Agama RI, “Al-Qur‟an Al-Fathan (Al-Qur‟an dan Terjemah)”, (Jakarta 

Selatan: Cv. Alfatih Berkah Cipta, 2016), h. 151. 
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usaha yang akan dijalankan. Potensi desa juga menjadi tolak ukur kemajuan 

desa dan menjadi ciri khas suatu Desa. 

BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal dapat memberikan sumbangan 

Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memungkinkan Desa mampu 

melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

secara optimal. Pendirian BUMDes bertujuan dalam rangka peningkatan 

Pendapatan Asli Desa. Maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah 

desa memberikan dukungan dalam pendirian BUMDes.
8
 

Pendapatan asli desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari 

kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. 

Adapun pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa yaitu hasil 

usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong-royong dan lain-lain 

pendapatan asli desa, seperti hasil pungutan desa yang sah.
9
 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyebutkan 

bahwa sumber pembiayaan pembangunan desa dapat diperoleh melalui 

pendapatan asli desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, 

swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
10

 

Secara konseptual pemerintah desa melalui pengelolaan BUMDes 

dengan baik berimplikasi pada pendapatan asli desa (PADes) yang akan 

                                                             
8
 Ramadhan, “Implimentasi Usaha BUMKep Tuah Serantau Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah Di Kepenghuluan Rantau Bais 

Kecamatan Tanah Putik Kabupaten Rokan Hilir”, (Skripsi: Uin Suska Riau, 2021), h. 8. 
9
 Hardiani Annisa Riski Amnan, Herman Sjahruddin, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan 

Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa,” dalam Jurnal Organisasi dan Mnajemen, Volume 

1, No. 1 (2019) h. 37. 
10

 Aji Fani Permana, “Pendapatan asli desa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan 

pembangunan desa,” dalam Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Volume 1, No. 2 (2019) h. 16. 
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meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan. Namun untuk 

mewujudkan hal tersebut perlu diperhatikan mengenai pengelolaan BUMDes 

secara baik dan profesional.
11

 

Pengelolaan BUMDes secara baik dan profesional bisa saja terjadi pada 

beberapa desa, dapat dilihat pada Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung 

yang merupakan salah satu desa pengelola Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 

Badan Usaha Milik Desa Tanjung Sawit didirikan pada tanggal 09 Juni 

2016 yang kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Bintang 

Flamboyan. Dari hasil observasi dan mini diskusi terkait BUMDes Bintang 

Flamboyan dapat ditemukan beberapa jenis unit usaha yang dapat menambah 

kas atau pendapatan asli desa, yaitu:  

1. Unit Usaha Simpan Pinjam 

2. Unit Usaha Transpotasi (dumtruck) 

3. Unit Usaha Pasar dan Pengelolaan sampah 

4. Unit Usaha Bintang Studio (Alun-alun Tanjung Sawit ) 

BUMDes Bintang Flamboyan telah berjalan lebih kurang 6 tahun 

belakangan dan efektifitas keberadaan BUMDes, dapat dilihat pada tabel 

pendapatan asli Desa Tanjung Sawit sebelum dan sesudah adanya BUMDes 

Bintang Flamboyan berikut ini: 

 

 

                                                             
11

 Mario Wowor, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan 

Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso,” dalam Jurnal Eksekutif, Volume 3, No. 3 

(2019) h. 2. 
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Tabel 1. 1 

Data Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

No Unit usaha 

Pendapatan Asli Desa 

sebelum berdirinya 

BUMDes 

Pendapatan Asli Desa sesudah  

berdirinya BUMDes 

2014 2015 2019 2020 2021 

1.  Simpan pinjam 2.320 3.388 31.000 8.000 11.000 

2.  Pengelolaan pasar 6.370 8.200 - 49.800 78.000 

TOTAL 8.690 11.588 31.000 57.800 89.000 

Sumber: Data BUMDes Bintang Flamboyan 

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa pendapatan asli Desa Tanjung 

Sawit sesudah dan sebelum adanya pengelolaan BUMDes Bintang 

Flamboyan dimana terjadi peningkatan yang signifikan. Keberadaan 

BUMDes memberikan kontribusi pada jumlah pendapatan asli desa yang 

dihasilkan. 

Pada unit usaha simpan pinjam dan pengelolaan pasar sebelumnya 

dikelola oleh desa dengan pendapatan yang dihasilkan masih rendah ketika 

pengelolaan dilakukan oleh BUMDes Bintang Flamboyan mengalami 

kenaikan. Sedangkan pada unit transportasi (dumtruck), pengelolaan sampah 

dan bintang studio (alun-alun Tanjung Sawit) pengelolaan sepenuhnya 

dilakukan oleh BUMDes karena keberadaan unit usaha tersebut atas inisiatif 

dari BUMDes Bintang Flamboyan berdasarkan potensi dan kebutuhan 

masyarakat desa Tanjung Sawit.  

Pengelolaan pada empat unit usaha yang dijalankan BUMDes Bintang 

Flamboyan berdasarkan modal dan pendapatan yang dihasilkan dapat dilihat 

pada tabel, sebagai berikut: 
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Tabel 1. 2 

Data Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit dari BUMDes 

Tahun 2019-2021 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

No Unit Usaha 
Modal Investasi Pendapatan Asli Desa 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1.  Simpan 

Pinjam 
600 660 660 31 8 11 

2.  Transportasi 

(dumtruck) 
- 412 712 - 7,2 6 

3.  Pasar & P. 

sampah 
- 0 0 - 49,8 78 

4.  Bintang  

Studio 
- - 107 - - 

30 

(4 bulan) 

Total 600 1.372 1.479 31 65 125 

Sumber: Data BUMDes Bintang Flamboyan 

 

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa jumlah pendapatan asli desa pada 

setiap unit usaha dalam kurun waktu tiga tahun kebelakang bervariasi. Pada 

tahun 2019 hanya satu jenis unit usaha dengan modal Rp. 600.000.000,- 

menghasilkan pendapatan asli desa sebesar Rp. 31.000.000,- Sedangkan 

tahun 2021 bertambah unit usaha menjadi tiga dengan penambahan modal 

menjadi Rp. 1.372.000.000,- menghasilakan pendapatan asli desa sebesar Rp. 

65.000.000,- penyumbang PADes terbesar pada tahun 2021 dari unit usaha 

Pasar dan Pengelolaan sampah. Dan tahun 2021 bertambah unit usaha 

menjadi empat dengan penambahan modal menjadi Rp. 1.479.000.000,- 

menghasilakan pendapatan asli desa sebesar Rp. 125.000.000,- dimana 

jumlah PADes terbesar berasal dari unit usaha Bintang Studio yang baru 

berjalan 4 bulan dan unit usaha Pasar dan Pengelolaan sampah. Dari data 

tersebut dapat dilihat bahwa BUMDes Bintang Flamboyan mengalami 

permasalah dalam pengelolaannya. Pengelolaan dengan jumlah modal yang 
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besar belum dapat menghasilkan pendapatan asli desa yang maksimal dan 

signifikan artinya pengelolaan yang kurang baik/idak berkontribusi 

sedangkan pengelolaan dengan modal yang kecil atau tanpa modal dapat 

menghasilkan pendapatan asli desa yang maksimal dan signifikan, artinya 

pengelolaan yang verry god/berkontribusi pada pendapatan asli desa tersebut.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk 

mengkajian lebih dalam mengenai permasalahan yang ada dengan melakukan 

penelitian dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Bintang Flamboyan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

Tanjung Sawit Kecamatan Tapung menurut perspektif ekonomi 

syariah”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar lebih terarah, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya 

terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan 

dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung 

menurut perspektif ekonomi syariah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan 

dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit?  
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2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung 

terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan 

dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah mengenai pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan dalam meningkatkan 

pendapatan asli desa Tanjung Sawit? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang 

Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan 

pendukung terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang 

Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit. 

3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah mengenai pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan dalam meningkatkan 

pendapatan asli desa Tanjung Sawit. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Ekonomi Syariah 

dan sebagai bahan masukan serta referensi bagi para peneliti ekonomi 
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syariah yang berminat meneliti permasalahan pengelolaan BUMDes baik 

secara konvensional maupun syariah.   

2. Manfaat Praktis 

Memberi masukan bagi pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Bintang Flamboyan Desa Tanjung Sawit dan untuk memberikan manfaat 

serta wawasan bagi para peneliti ekonomi syariah agar mengetahui secara 

mendalam bagaimana pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan 

pendapatan asli desa. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah 

yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab 

yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu kesatuan dengan uraian 

sebagai berikut:  

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas berbagai gambaran singkat yang 

meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kerangka 

teoritis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam 
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pembahasan seperti: tinjauan umum tentang pengelolaan 

(manajemen), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 

Pendapatan Asli Desa (PADes). 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Membahas jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, 

sumber data yang didapat dalam penelitian, populasi dan 

sampel, subjek dan objek penelitian, teknik dalam 

pengumpulan data dan penulisan data serta validitas data.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini melakukan analisa dan pembahasan terkait 

rumusan masalah pada pengelolaan BUMDes Bintang 

Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa, 

faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung 

dalam pengelolaan BUMDes dan tinjauan ekonomi 

syariah terhadap pengelolaan BUMDes dalam 

meningkatkan pendapatan asli desa.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab penutup yang berisi uraian tentang pokok-

pokok kesimpulan terkait dengan pengelolaan BUMDes 

Bintang Flamboyan dan menyarankan pengelolaan 

tinjauan teoritik dan teknis pengolaan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan 

1. Pengertian Pengelolaan (Manajemen) 

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti 

pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu 

rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk 

melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
12

 Pengelolaan 

merupakan terjemahan dari kata “management”, dikatakan manajemen 

adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, 

pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, 

keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efisiensi dan efektif.
 
 

Manajemen dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata manage yang 

berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan dalam 

Dalam kamus Bahasa Indonesia secara umum manajemen didefenisikan 

sebagai suatu proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai 

sasaran yang telah disusun.
13

 

Sedangkan manajemen menurut Griffin merupakan serangkaian aktivitas 

(termasuk planning dan decision making, organizing, leading dan 

controlling) diarahkan pada sumber daya organisasi (human, financial, 

                                                             
12

 Suharsimi, “Managemen Pengejaran Secara Manusiawi”, (Jakarta: Rineka Cita, 

1993), h. 31. 
13

 Nurmansyah, “Pengantar Manajemen Modern”, (Bandung: Alfabeta cv, 2020), h. 3. 
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physical dan information), dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi 

dengan cara efesien dan efektif.
14

 

Manajemen juga dapat dipandang sebagai suatu proses yang meliputi 

perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, 

pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada 

untuk mencapai tujuan.
15

 

Malayu S.P. Hasibuan berpendapat manajemen merupakan ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Sementara Amirullah 

Haris Budiono juga berpendapat bahwa manajemen berarti suatu proses 

mengkoordinasi dan mengintergrasi kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan 

secara efektif dan efesien melalui orang lain.
16

 Pendapat kedua pakar diatas 

dapat disimpulkan bahwa manjemen merupakan proses kerjasama antara dua 

orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang sudah 

ditetapkan secara efektif dan efesien. 

Berdasarkan defenisi-definisi di atas penulis dapat disimpulkan bahwa 

manajemen merupakan proses pengelolaan dengan keterampilan dan 

kemampuan khusus yang dimiliki seseorang baik secara perseorangan atau 

bersama sama upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang produktif, efek, 

                                                             
14

 Wibowo, “Manajemen: Dari Fungsi Dasar ke Inovasi”, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 

Cet. Ke-1, h. 2. 

 
15

 Abd. Rohman, “Dasar-Dasar Manajemen Publik”, (Malang: Intrans Publishing, 

2018), h. 14. 
16

 Karyoto, “Dasar-Dasar Manajemen-Teori, Defenisi dan Konsep”, (Yogyakarta: Andi, 

2016), h. 2. 
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dan efisien. Organisasi yang dimaksud disini adalah Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

2. Ruang Lingkup Manajemen 

Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan usaha-usaha sistematis yang 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta secara efektif dan efisien.  

Andrew F. Sikula dalam Malayu S.P. Hasibuan, mengatakan bahwa 

Manajemen umumnya dikaitkan dengan aktivitas- aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, 

komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap 

organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau 

jasa yang efesien.
17

 

Selain dari usaha-usaha sistematis yang dilaksanakan, dalam pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dilihat dari fungsi-fungsi 

manajemen yang ada. Apabila fungsi-fungsi manajemen dijalankan dengan 

baik, maka tentunya manajemen dalam upaya pencapaian tujuan dilakukan 

dengan baik pula. 

Fungsi manajemen menurut G. R. Terry dalam bukunya The Principal of 

Management terdapat empat peristiwa yang disingkat dengan POAC, yaitu 

Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling.
18

 

  

                                                             
17

  Badrudin, “Dasar-Dasar Manajemen”, (Bandung: Alfabeta cv, 2014), h. 4. 
18

 Malayu S.P. Hasibuan, “Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah”, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h. 38. 
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a. Planning (Perencanaan) 

George R. Terry mengemukakan pendapat mengenai Planning atau 

perencanaan merupakan memilih dan menghubungkan fakta dan 

membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan 

datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan 

kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan 

kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang 

pada saat rencana dibuat. Perencanaan merupakan aspek penting dari 

pada manajemen. 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian menurut Malayu S.P Hasibuan merupakan suatu 

proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam 

aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-

orang setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, 

menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap 

individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah 

penyusunan struktur organisasi dan pengelompokan pelaku beserta tugas, 

tanggung jawab sehingga organisasi tersebut dapat bekerja untuk 

mencapai tujuan. 
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c. Actuating (Pelaksanaan) 

Actuating menurut G.R Terry merupakan proses kegiatan membuat 

semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara 

ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan 

dan usaha-usaha pengorganisasian. 

Hal ini berarti mengupayakan dan menggerakan sumber daya 

manusia yang dimiliki agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh 

kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 

secara efektif. 

d. Controlling (Pengawasan) 

G.R. Terry mendefenisikan controlling merupakan proses 

penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang 

dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu 

dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan 

rencana yaitu selaras dengan standar. 

Perananan atau kedudukan Controlling sangat penting dalam 

manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah 

pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, 

organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, 

tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai.  
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B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang didefinisikan Pasal 1 Ayat 

6 Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: “Badan Usaha 

Milik Desa, selanjutya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa.”
19

 

Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut BUMDes merupakan 

sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga 

masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian 

desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa.
20

 

BUMDes menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan 

Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang 

beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga 

ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja 

BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan warga desa. Selain itu agar tidak berkembangnya 

sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan 

                                                             
19

 David Wijaya, “BUM DESA (Badan Usaha Milik Desa)”, (Yogyakarta: Gava Media, 

2018), h. 98. 
20

 V. Wiratna Sujarweni. “Akuntansi BUMDes (Bandan Usaha Milik Desa)”, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 7. 
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terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat ciri utama yang 

membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya 

yaitu:
21

 

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama 

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) 

melalui penyertaan modal (saham atau andil) 

3. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, 

anggota masyarakat) 

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil 

informasi pasar 

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa 

6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes. 

BUMDesa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun 

atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan 

modal usaha BUMDesa harus bersumber dari masyarakat. Meskipun 

demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDesa dapat mengajukan 

pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak 

lain, bahkan melalui pihak ketiga. Maka dapat disimpulkan bahwa Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang dibentuk oleh 

pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh 

pemerintah desa dan masyarakat secara bersama dalam memperoleh 

                                                             
21

 Ibid., h. 8. 
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keuntungan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa 

(PADes). 

2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, pendirian BUMDes 

bertujuan:
22

 

1. Meningkatkan perekonomian Desa. 

2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. 

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 

desa. 

4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan 

pihak ketiga. 

5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga. 

6. Membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi desa. 

7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, 

BUMDes berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa 

yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu, fungsi 

BUMDes diantaranya yaitu: 

                                                             
22

 Ida Bagus Teddy Prianthara, "Sistem Akuntansi BUM Desa Professional", (Sidoarjo: 

Indomedia Pustaka, 2020), h. 9. 
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1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui 

pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau 

dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa. 

2. Sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan 

masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan 

sosial. 

3. Sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada 

masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain 

membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.
23

 

Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan pengelolaan 

ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, 

emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Hal itu perlu upaya 

yang serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, 

efisien, proposional dan mandiri. Sedangkan fungsi dari BUMDes itu sendiri 

adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha 

yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana 

untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
24

 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

2. PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Desa 
                                                             

23
 Ibid., h. 9. 

24
 V. Wiratna Sujarweni, “Akuntansi BUMDes (Bandan Usaha Milik Desa)”, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 11. 
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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan 

Usaha Milik Desa 

4. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Khususnya BAB X tentang 

BUM Desa. 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan 

Mikro 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 

2015 tentang perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU Desa, Khususnya BAB VIII Tentang BUM Desa 

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa 

4. Jenis Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Secara umum jenis usaha yang dapat dikembangkan terdiri dari tiga 

yakni sektor jasa, sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan 

usaha. Sektor jasa dalam hal ini termasuk pelayanan jasa keuangan. Sektor 

jasa selain, jasa keuangan adalah jasa angkutan barang, sewa traktor tangan, 

wisata desa, pengelolaan air bersih, perdagangan sembako dan masih banyak 

lagi. Saat ini Ditjen PPMD, Kemendesa PDTT mendorong agar pengelolaan 

pasar desa dikelola oleh BUM Desa, sebagai salah satu sektor jasa.
25
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 Suparji, "Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa"), (Jakarta: UAI 
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A. Unit Usaha Sektor Jasa 

a. Unit usaha jasa keuangan (Lembaga Keuangan Mikro) Kegiatan 

utama pada unit usaha ini adalah melakukan seperti yang dilakukan 

oleh bank. 

b. Unit usaha jasa lainnya seperti: Jasa pengelolaan pasar desa, Jasa 

penyewaan alat-alat produksi, Jasa angkutan, Jasa pengelolaan air 

bersih, listrik desa, Jasa pengelolaan wisata dan lainnya. 

B. Unit Sektor Riil 

a. Usaha distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyediakan bahan 

kebutuhan pokok, bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh warga 

masyarakat dari luar desa ke desa. Bahan baku produksi masyarakat 

seperti sarana produksi pertanian, sarana produksi kerajinan. 

b. Unit usaha pemasaran. Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah 

memasarkan hasil-hasil produksi warga masyarakat desa keluar desa. 

Dalam memasarkan hasil produksi tersebut BUMDesa dapat 

melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi melalui 

kegiatan usaha seperti: Pemilihan (sortasi) produk berdasarkan 

klasifikasinya kualitas dan pengemasan. 

c. Unit Usaha Pengolahan. Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah 

melakukan pengolahan terhadap bahan baku, bahan setengah jadi 

menjadibarang jadi. Dengan demikian hasil produksi yang dari 

masyarakat akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. 
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C. Pelayanan Pembinaan dan Pendampingan Usaha Pembinaan dan 

pendamping usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil 

produksi masyarakat dan manajemen usaha yang dilakukan masyarakat 

desa. Dalam melakukan kegiatan ini BUM Desa dapat bekerjasama 

dengan pihak lain. Adapun kegiatannya seperti: 

 Melakukan pembinaan tentang peningkatan kemampuan teknis 

usaha, seperti pelatihan inovasi teknologi, inovasi pemasaran, dsb. 

 Melakukan pembinaan tentang peningkatan manajemen keuangan, 

manajemen usaha 

 Menyediakan informasi pasar, teknologi, dan informasi yang 

berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan 

 Melakukan fasilitasi warga masyarakat yang akan memulai usaha 

baru atau mengembangan usaha yang telah ada. 

5. Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam 

Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 

2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu 

Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak 

lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling mengutungkan. 

Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan 

kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh 

Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas 
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pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak 

swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan 

kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. 

Persentase permodalan BUMDes 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan 

sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.
26

 

6. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

1. Pengelolaan BUMDes harus diljalankan dengan menggunakan prinsip 

kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan 

sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang 

dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, 

untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat 

tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya 

masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang 

dihasilkan. 

2. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat 

dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya 

berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup 

kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti 

dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan 

pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan yang berlaku. 

3. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan 

direalisir diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan 
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untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, 

mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan 

pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu 

mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian 

akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara 

mandiri. 

4. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga 

yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga 

masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, 

pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap 

mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, 

pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap 

kewajibannya. 

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau 

diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh 

pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. 

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:
27

 

1. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 

mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan 

kelangsungan hidup usahanya. 

                                                             
27

 David Wijaya, “BUM DESA (Badan Usaha Milik Desa)”, (Yogyakarta: Gava Media, 
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2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 

bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan 

kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. 

3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 

4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 

masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat 

dengan mudah dan terbuka. 

5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan 

secara teknis maupun administratif. 

6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan 

oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.
 
 

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses 

penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. 

Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin 

besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk 

pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan maka akan terjadi peningkatan 

PADes, yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal 

utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah 

memperkuat ekonomi desa (kooperatif), membangun kebersamaan/menjalin 

kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya 

dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka 

akses pasar. 
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D. Pendapatan Asli Desa (PADes) 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pendapatan Asli Desa 

(PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan 

hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa 

(PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola 

keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada 

didaerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa tentunya harus 

disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh.
28

 

Pendapatan Asli Desa (PADes), terdiri dari:
29

 

1. Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. Sumber 

pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan 

Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata 

skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang 

batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan 

tidak untuk dijualbelikan. 

2. Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian 

umum dan jaringan irigasi. 

3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun 

dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa 

tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa. 

                                                             
28

 Tito Marta Sugema Dasuki dan Program, “Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan 
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E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan peneliti ingin mengetahui 

Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang 

Flamboyan dalam Meningkatkan PADes Di Desa Tanjung Sawit Dalam  

Perspektif Ekonomi Islam. Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang 

pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Adapun 

penelitian yeng terkait dengan penelitian ini adalah: 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Peneliti 

(Tahun) 
 Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Fandy Achmad 

Nur (2021) 

Skrispsi “Strategi 

Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa 

Untuk 

Mengembangkan 

Ekonomi Masyarakat 

di Desa Mattampa 

Bulu, Kecamatan 

Lamuru, Kabupaten 

Bone” 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

strategi pengelolaan BUMDes Sipurio 

melalui 4 tahap diantaranya tahap 

perencanaan, tahapan 

pengorganisasian, tahapan pelaksanaan 

dan tahapan pengawasan. Hadirnya 

BUMDes Sipurio mampu untuk 

meningkatkan pendapatan Desa dan 

masyarakat yang bekerja sama dengan 

unit usaha BUMDes Sipurio.  

 

2.  Mario Wowor, 

Frans Singkoh, 

Welly 

Waworundeng 

(2019) 

Jurnal Eksekutf 

“Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Dalam 

Peningkatan 

Pendapatan Asli Desa 

Kamang Kecamatan 

Tompaso” 

Tahapan perencanaan pembentukan 

BUMDes didasari oleh tuntutan 

undang-undang desa dan sebagai 

bentuk penerapan dari Dana Desa. 

Dilihat dari tahap perencanaan didalam 

membuat unit-unit usaha BUMDes 

Desa Kamanga memperhatikan 

lingkungan yang ada disekitarnya 

sehingga program yang dibuat tidak 

sia-sia dan membentuk suatu unit usaha 

BUMDes melalui musyawarah. 

3.  Dewi 

Purnamawati, 

(2019) 

Skripsi “Prinsip-

Prinsip Pengelolaan 

Badan Usaha Milik 

Desa Dalam Prespektif 

Ekonomi Islam (Studi 

Kasus Di Desa 

Pangkahwetan 

Kecamatan Ujung 

Pangkah Kabupaten 

Pengelolaan BUMDes East Pangkah 

Corps dalam membangun 

perekonomian Desa Pangkahwetan 

dilakukan dengan menetapkan target 

atau tujuan BUMDes tersebut, 

kemudian melakukan identifikasi 

potensi desa yang dikembangkan 

menjadi berbagai unit usaha. Setelah 

dibentuknya kegiatan usaha tersebut 
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Gresik)” BUMDes East Pangkah Corps 

membentuk struktur organisasi dan 

pihak-pihak yang mendapat tugas dan 

wewenang secara langsung 

mengimplementasikan progam kegiatan 

yang sudah dibuat dengan melakukan 

berbagai kerjasama. Kemudian tahap 

terakhir adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak pengawas kepada 

pelaksana operasional dan melakukan 

adanya evaluasi terhadap suatu 

program kerja tersebut. Semua itu 

dilakukan untuk mencapai target yang 

telah direncanakan. Sedangkan yang 

tidak sesuai yaitu prinsip penggajian 

atau pengupahan. Prinsip-prinsip 

pengelolaan yang sesuai dengan 

pengelolaan BUMDes tersebut 

diterapkan dalam prespektif Ekonomi 

Islam, yaitu prinsip kerjasama 

(Syirkah), partisipasi/ keikutsertaan, 

dan transparasi. 

4.  Muhammad 

Ramadhan, 

(2021) 

Skripsi “Implementasi 

Usaha BUMKep Tuah 

Serantau Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa 

Ditinjau Menurut 

Ekonomi Syariah di 

Kepenghuluan Rantau 

Bais Kecamatan 

Tanah Putih 

Kabupaten Rokan 

Hilir” 

Implementasi usaha BUMKep Tuah 

Serantau belum memberikan hasil yang 

maksimal dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa sehingga tidak 

dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat. Kendala pelaksanaannya 

adalah kapasitas manajerial, sumber 

daya manusia (SDM), sikap dan 

kecenderungan pengurus, komunikasi 

antarorganisasi. Menurut tinjauan 

Ekonomi Syariah sikap dan 

kecenderungan (perilaku) pengurus 

dalam mengelola merupakan hal yang 

bertolak belakang dengan konsep 

ekonomi Islam. 

5.  Nofa Safitri 

(2021) 

Skripsi “Strategi 

Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi 

Kasus BUMDES “Al-

Falah Desa Nangkod 

Kecamatam Kejobong 

Kabupaten 

Purbalingga)” 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

strategi yang diterapkan oleh BUMDes 

“Al-Falah” sudah menerapakan target 

dan tujuan, diantaranya yaitu planning 

(perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating 

(pelaksaaan), controling ( pengawasan), 

tetapi dalam analisis Ekonomi Islamnya 

masih banyak menggunakan 

konvensional dalam pengelolaanya, 

namun dalam pembagian pendapatan 

sudah menerapkan sistem bagi hasil 

sesuai prinsip Ekonomi Islam. 

6.  Lisa Iryani, 

Riska Mauliza 

(2020) 

Jurnal Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik 

Malikussaleh (JSPM) 

“Sistem Pengelolaan 

BUMDes dalam 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada tahap perencanaan sudah membeli 

lahan tambak sebagai aset BUMDes, 

namun keterbatasan modal untuk 

mengelola sehingga diserahkan pada 
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Pembangunan Tambak 

milik Desa Lhok 

Euncien Kecamatan 

Baktiya Barat 

Kabupaten Aceh 

Utara” 

pihak ketiga. Pada tahap 

pengorganisasian sudah dilakukan 

sesuai prosedur, namun tidak berfungsi 

dan berjalan sesuai rencana. Tahap 

penggerakan masih terkendala 

kurangnya kepedulian dari pemerintah 

desa, pengelola BUMDes, serta 

masyarakat terhadap permasalahan 

yang dihadapi. Sementara pada tahap 

pengawasan, pengawas BUMDes 

hanya mengawasi laporan tahunan saja. 

Sedangkan hambatan yang dihadapi 

terkait dengan keterbatasan modal serta 

minimnya SDM dan kepedulian 

masyarakat terhadap perkembangan 

usaha BUMDes. 

Sumber: Rekapitulasi peneltian terkait Pengelolaan BUMDes tahun 2018-

2021
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
30

 

Penelitian kualitatif menurut Norman K. Denzim merupakan 

penelitian fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencangkup 

pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. 

Artinya penelitian kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks 

alamiah, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena 

yang dilihat dari sisi makna yang dilekatkan pada manusia (peneliti) 

kepadanya. Hal ini menjadi catatan bahwa penelitian kualitatif 

mencangkup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data 

yang empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, perjalanan 

hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan 
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visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan 

preblematis dalam kehidupan seseorang.
31

  

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif 

adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau 

pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif.  

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan Desa Tanjung Sawit 

Kecamatan Tapung. Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(Field Research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di 

suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki 

sesuatu yang terjadi di tempat tersebut. Penelitian ini harus dilakukan 

secara langsung terjun ke lapangan tempat penelitian dengan tujuan untuk 

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang bersumber dari 

lokasi penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

Jika dilihat dari sifatnya Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta 

atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak 

perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.
32
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Kaitan dalam penelitian ini adalah pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli 

desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung menurut perspektif ekonomi 

syariah. 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di 

Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. 

Dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa 

Tanjung Sawit Kecamatan Tapung menurut perspektif ekonomi syariah. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:  

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri 

oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.
33

 Data primer 

diperoleh dari pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa Bintang 

Flamboyan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya.
34

 Data sekunder umumnya berupa 

bukti cacatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan berupa 
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profil Desa Tanjung Sawit dan profil Badan Usaha Milik Desa Bintang 

Flamboyan. Pengumpulan data sekunder juga menggunakan penelitian 

keperpustakaan (library research), dimana penelitian menggunakan 

literatur (kepustakaan) baik berupa buku maupun catatan laporan hasil 

penelitian terdahulu mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 

Pendapaan Asli Desa (PADes). 

D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara porposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa 

diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan 

terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan 

sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak 

menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Informan penelitian 

terbagi menjadi dua yaitu:
35

 

1. Informan Kunci (Key Informan) 

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan 

penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak 

dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi atau praktisi 

terkait BUMDes. Informan kunci (key informan) pada penelitian ini 

adalah Bapak Syamsul Fauzi selaku Direktur dan K.A (kepala anggota) 

unit usaha BUMDes Bintang Flamboyan yaitu Bapak Margoto Setya 

Pamudi, Bapak Ishak, Bapak Mijan Sulana serta Ibu Fitriani. 

                                                             
35

 Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif " (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 135. 



36 
 

 

Hal ini dikarenakan Direktur dan K.A (kepala anggota) unit usaha 

BUMDes Bintang Flamboyan tersebut adalah informan yang mengetahui 

dan memahami pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan Desa Tanjung 

Sawit. 

2. Informan Tambahan  

Yaitu siapa saja yang ditemukan diwilayah penelitian yang diduga dapat 

memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Informan tambahan 

pada penelitian ini adalah Karyawan BUMDes Bintang Flamboyan. 

E. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Direktur dan K.A (kepala anggota) 

unit usaha serta Karyawan BUMDes Bintang Flamboyan. Sedangkan untuk 

objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan  Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa 

Tanjung Sawit menurut perspektif ekonomi syariah. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini, digunakan 

beberapa teknik, antara lain: 

1. Observasi  

Menurut Kartono pengertian observasi merupakan studi yang 

disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejalan 

psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Tujuan observasi adalah 

mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikan dari interelasinya elemen-
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elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks 

dalam pola-pola kultur tertentu.
36

 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang peneliti 

lakukan melalui pengamatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Dilakukan observasi ini untuk mendapatkan data terkait 

keadaan yang sebenarnya dilapangan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, 

membantu mengerti perilaku manusia, dan melakukan evaluasi. 

Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat secara nyata 

terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang 

Falmboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Sawit 

menurut perspektif ekonomi syariah. 

2. Wawancara 

Wawancara menurut Nazir memberikan pengertian wawancara 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan 

alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).
37

 

Dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam 

peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk 

mempermudah dan menganalisis data selanjutnya. Wawancara dalam 

penelitian ini terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
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Bintang Flamboyan dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung 

Sawit dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti. 

Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat 

terarah, dan juga mendalam mengenai masalah yang dibahas. 

3. Studi Dokumentasi  

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yag 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnyakarya seni, yang 

dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.
38

 

Kegiatan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data 

pendukung dalam melengkapi data-data terkait masalah penelitian yang 

penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data 

untuk melengkapi penelitian yaitu dengan membaca, mencatat data atau 

buku dari Dinas Sosial seperti buku Kegiatan Badan Usaha Milik Desa, 

Undang-Undang Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa, dan lain 

sebagainya serta dengan mencari informasi dalam bentuk visual atau foto 

yang berhubungan dengan penelitian seperti mengumpulkan arsip milik 

pemerintah desa Tanjung Sawit yang berhubungan dengan pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa Bintang Flamboyan. 
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G. Analisis Data dan Penulisan Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.
39

 

Jadi analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
40

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 

yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan 

kategori-ketegori atas dasar persamaan. Analisis data dilakukan melalui 

beberapa tahapan yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan 

kesimpulan.  

Induktif, yaitu mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan 

langsung dengan masalah yang diteliti kemudian diambil satu kesimpulan 

yang bersifat umum.
41
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H. Validitas Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena 

itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui 

keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi. Menurut Bachri triangulasi merupakan pengujian informasi 

dengan menumpulkan data melalui metode berbeda, oleh kelompok berbeda 

dan dalam populasi (infoman) berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan 

bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan 

potensial yang bisa terjadi dalam suatu pelitian tunggal.
42

 Dengan kata lain 

dengan triangulasi, peneliti dapat merechek temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. 

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan yaitu Direktur dan 

K.A (kepala anggota) unit usaha dan karyawan BUMDes Bintang Flamboyan 

Desa Tanjung Sawit. Selain itu, data hasil wawancara dikonfirmasi dengan 

dokumentasi yang diperoleh dan observasi yang dilakukan selama proses 

penelitian berlangsung. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan 

BUMDes Bintang Flamboyan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

Tanjung Sawit menurut perspektif Ekonomi Syariah, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. BUMDes Bintang Flamboyan dalam mengelola kagiatan usahanya 

dilaksanakan dengan empat tahapan yaitu pertama tahap perencanaan 

berupa penentuan tujuan BUMDes, identifikasi potensi desa yang akan 

dijadikan unit usaha, menentukan strategi pengelolaan dan melakukan 

sosialisai kepada masyarakat. Kedua tahap pengorganisasian yaitu 

BUMDes Bintang Flamboyan membentuk struktur kepengurusan terdiri 

atas penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional yang terbentuk atas 

dasar musyawarah desa. Ketiga tahap pelaksanaan, BUMDes melakukan 

kerjasama antar pengurus dan aparat desa dalam melaksankan kegiatan 

usaha. Keempat tahap pengawasan, berkaitan dengan pengawasan untuk 

memeriksa dan meneliti administrasi BUMDes, memantau dan 

mengevaluasi kinerja pelaksana operasional. 

2. Pencapaian keberhasilan BUMDes Bintang Flamboyan dalam 

pengembangan kegiatan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antarnya faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat 
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berupa kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) pada unit usaha, 

faktor alam (perubahan cuaca) dan kurangnya promosi melalui media 

sosial sedangkan faktor pendukung yaitu komunikasi kerja tim baik (team 

work), dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, potensi desa dan 

pelatihan tentang tata kelola BUMDes. 

3. BUMDes Bintang Flamboyan dalam melaksanakan pengelolaan unit usaha 

tidak semua sesuai menurut perspektif ekonomi syariah. Pada unit simpan 

pinjam tidak sesuai karena masih menggunakan konsep sistem 

konvensional adanya penambahan (Riba) dari jumlah pokok pinjaman 

sedangkan pada unit transportasi, pasar dan pengelolaan sampah serta 

bintang studio sesuai karena terdapat kosep yang dijalankan adalah jual 

beli dengan akad salam dan sewa menyewa (ijarah). 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan di atas, 

maka saran yang dapat penulis disampaikan yaitu: 

1. Disarankan kepada pengelola BUMDes Bintang Flamboyan untuk bisa 

segera mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam 

pengembangan kegiatan usaha terutama SDM pada unit usaha. 

2. Disarankan kepada pengelola BUMDes Bintang Flamboyan untuk bisa 

meningkatkan promosi melalui media sosial terutama pada unit usaha 

selain bintang studio (Alun-Alun Tanjung Sawit). 

3. Disarankan BUMDes Bintang Flamboyan tetap mempertahankan 

hubungan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa dan masyarakat.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Daftar pertanyaan: 

A. Gambaran umum BUMDes 

1. Sejak kapan berdirinya BUMDes Bintang Flamboyan? 

2. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya BUMDes Bintang 

Flamboyan? 

3. Apakah tujuan berdirinya BUMDes Bintang Flamboyan? 

4. Apakah visi dan misi BUMDes Bintang Flamboyan? 

5. Apa saja unit usaha yang dijalankan BUMDes Bintang Flamboyan serta 

alasan keberadaan unit usaha tersebut? 

B. Pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

1. Bagaimana strategi dalam Pengelolaan BUMDes Bintang Flamboyan? 

2. Darimana asal sumber modal BUMDes Bintang Flamboyan? 

3. Berapakah jumlah pendapatan asli desa sebelum dan sesudah adanya 

BUMDes Bintang Flamboyan? 

4. Berapakah jumlah modal usaha dan pendapatan BUMDes pada empat unit 

usaha yang dijalankan dalam kurun waktu dari 2019-2021? 

5. Bagaimana strategi Perencanaan Pengelolaan BUMDes Bintang 

Flamboyan? 

6. Bagaimana Pengorganisasian (Struktur organisasi) BUMDes Bintang 

Flamboyan dan apakah sudah dilaksanakan dengan baik dalam pembagian 



 
 

 
 

kerjanya? 

7. Apakah disetiap unit usaha memiliki kepala bidang usahanya masing-

masing? 

8. Bagaimana pelaksanaan dan hasil dari program BUMDes Bintang 

Flamboyan tersebut, apakah sudah sesuai dengan tujuan? 

9. Bagaimana pengawasan terhadap BUMDes Bintang Flamboyan dalam 

menjalankan segala kegiatannya? 

10. Apakah pertanggungjawaban BUMDes Bintang Flamboyan sudah 

transparan dan akuntabel? 

C. Faktor penghambat dan pendukung pengelolaan BUMDes 

1. Apakah BUMDes Bintang Flamboyan memiliki program kerjasama 

dengan pihak lain baik internal maupun eksternal? 

2. Bagaimanakan keterlibatan/partisipasi masyarakat dan pemerintah desa 

dalam pelaksanaan BUMDes? 

3. Bagaimanakah pengaruh adanya BUMDes Bintang Flamboyan terhadap 

pendapatan Desa? 

4. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pengelola 

BUMDes Bintang Flamboyan dalam menjalankan program? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

No Apek yang diamati 
Keterangan 

Benar Tidak 

1.  

Pelaksanaaan unit usaha simpan pinjam 

BUMDes Bintang Flamboyan masih 

menggunakan konsep pinjaman dengan 

bunga (Riba) sehingga menurut perspektif 

ekonomi syariah ditolak. 

√  

2.  

Pelaksanaan unit usaha trasnportasi 

BUMDes Bintang Flamboyan termasuk 

dalam praktik jual beli yang 

diperbolehkan menurut perspektif 

ekonomi syariah yang mirip dengan akad 

salam. 

√  

3.  

Pelaksanaan unit usaha pasar dan 

pengelolaan sampah BUMDes Bintang 

Flamboyan merupakan konsep sewa 

menyewa lapak/tenaga pengelola yang 

diterima menurut perspektif ekonomi 

syariah yang disebut ijarah. 

√  

4.  

Pelaksanaan unit usaha bintang studio 

(Alun-Alun Tanjung Sawit) BUMDes 

Bintang Flamboyan merupakan kegiatan 

sewa menyewa lapak dan wahana 

permainan, sehingga termasuk pada ijaeah 

yang diperbolehkan dalam perspektif 

ekonnomi syariah. 

√  

 

 

 



 
 

 
 

DOKUMENTASI 

 

 

 
Foto bersama Direktur BUMDes Bintang Flamboyan 

 

 

  
 

   
Foto bersama Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan 



 
 

 
 

    
Kantor BUMDes Bintang Flamboyan Desa Tanjung Sawit 

 

      
Unit Bintang Studio (Alun-Alun Tanjung Sawit) BUMDes Bintang Flamboyan 

 

 
Penambahan unit Dumtruck pada Unit Transportasi BUMDes Bintang Flamboyan 
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